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ABSTRAK

Perkawinan merupakan kesempatan baik antara laki-laki dan perempuan
untuk hidup bersama membentuk keluarga. Adapun perkawinan dibawah umur,
Dimana perkawinan_dibawah umur merupakan halsyang tidak boleh dilakukan
karena di dalam Undang-Undang perkawinan telah menetapkan batas usia untuk
seorang laki<laki dan.perempuan melangsungkan perkawinan. Lalu bagaimana
jika perkawinan dibawah umur harus tetap dilaksanakan yaitu dengan cara
dipensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan merupakan izin atau pemberian hak
kepada seseorang untuk menikah meski-belum, mencapai batas minimum usia
pernikahan dia akan disamakan dengan orang yang boleh menikah.

Penulis menuliskan tujuan dari skrispinya yang berjudul tinjauan hukum
terhadap peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama
bengkalis pada tahun 2020 yaitu untuk mengetahui apa faktor penyebab
terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama
bengkalis pada Tahun 2020 dan bagaimana konsekuensi hukum terhadap
peningkatan _permohonan dispensasi nikah.. Di dalam Laporan Tahunan
Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2019 hingga 2021 terdapat peningkatan
pada tahun 2020 yang begitu drastis.

Penelitian _ini merupakan. penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan yuridis empiris. Jenis dan
sumber data ‘'yang digunakan yaitu data primer berupa” Laporan Tahunan
Pengadilan Agama Bengkalis dan data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah,
dan lainnya. Alat pengumpulan{data jyang ‘digunakan adalah wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data yang tidak menggunakan populasi dan sampel namun hanya
menggunakan data yang berasal dari kantor pengandilan agama bengkalis, Dan
metode penarikan kesimpulan.

Adapun hasil dari. penelitian ini. Pertama, faktor penyebab terjadinya
peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama bengkalis
pada Tahun 2020 yaitu, Faktor Hamil, Faktor Perubahan Undang-Undang
Perkawinan, Faktor Orang Tua, dan Faktor Ekonomi. Kedua, Bagaimana
Konsekuensi Hukum dalam peningkatan permohonan Jika dilihat dari diterimanya
dispensasi tersebut akibat hukum perkawinan di bawah umur setelah melakukan
perkawinan dibawah umur ada yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan
dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah
pengampuan orangtuanya lagi.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama

ix
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BAB 1

PENDAHULUAN

ajib, termasuk
1. Kehidupan

k menegakkan

(hukum islam dan hukum sosial). Sebelum hukum perkawinan ada, tata cara
perkawinan di Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum

adat masing-masing. Sesudah berlakunya hukum Negara, maka lahirnya

! Ratna Artha Windari and M H SH, Pengantar Hukum Indonesia (Depok: PT. RajaGrafindo
Persada, 2017) hlm 2.
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peraturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2

Perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum yang dikemukakan

mpat, hukum
(tindak lanjut)
epada  generasi

praktis dan

“bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

> Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia (bandung: Refika Aditama, 2016) hlm 35.

3 Abd Thalib and Admiral Admiral, Hukum Keluarga Dan Perikatan (Pekan Baru: UIR Press, 2008)
hlm 12-14.

* Mardani, Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern (yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm
4.

*> Ahmad Izzan dan Saehudin, Figih Keluarga (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017) hlm 19.
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Pernikahan harus dilaksanakan dengan cara yang baik tanpa melanggar aturan
agama apapun. Dari awal hingga proses yang berujung pada pernikahan dan

dilanjutkan dengan penandatanganan akad yang menjelaskan sah nya hubungan

dan memenuhi 1 aren. ersebut menentukan

“h‘&“‘ .’a‘ ersebut sah
ilika .ar 5 arena pada

g

SeALNAE

, > .
el
= _
s g
= =3
k3 =~
g E

Undang No

sehubungan

hak berkerluarga, yang dijamin dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945, Melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan
pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita

® Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Kencana, 2020) him 57.
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lebih rendah dibandingkan laki-laki maka secara hukum, wanita dapat lebih cepat

untuk membentuk keluarga.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B

melalui |
hidup,

dang Nomor 16

Tahun 2019 Tent: ! or 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahu g Perkawinan ketentuan Pasal 7 ayat
(1) diubah menjadi :

“hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19
(Sembilan belas) Tahun.”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) sebagaimana
dinyatakan:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana
dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat

4
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meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai
bukti-bukti pendukung yang cukup.”
Begitulah hukum dalam Undang-Undang mengatur tentang batas umur

perkawinan. Oleh karena itu, dalam hal ini melanggar terhadap pasal 7 ayat 2

gi Anak adalah

tahun. Selain

pemohon kepada pengadilan untuk mengizinkan orang yang meminta melakukan

dispensasi tersebut untuk menikah karena calon pengantin tidak memenuhi
pensyaratan tertentu, yaitu tidak memenuhi batas usia untuk menikah.
Dispensasi nikah merupakan salah satu bidang hukum perdata, termasuk

dalam urusan perkawinan. Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dapat

"H. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (jakarta: Prenada Media, 2013) hlm 66-67.
5
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melakukan ke pengadilan agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, yang berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan

perkara yang beragama islam. Permohonan tersebut dapat disetujui atau ditolak

meningkatka

mengajukan

S
e
(on
o,
)
g
=
B
<«
R

« Nl

B\
: “2‘ ‘

hukum Negara. Secara agama pernikahan dini mengacu pada pernikahan antara
orang yang belum dewasa. Sedangkan menurut hukum Negara berdasarkan

peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-

¥ Teuku Rulianda Zhafirin, “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Bawah Umur Pasca
Berlakunya Undang-Undang NO 16 Tahun 2019” (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, 2020) hlm 27.
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya bisa

dilakukan oleh orang yang telah mencapai usia yang diperbolehkan.’

Batas usia menikah bagi perempuan sama dengan laki-laki dan keduanya

perkembang
pendidikan

Berdasarkan . Pasa 1989 Tentang
Peradilan A Huku ara yang al ungan Peradilan
gkungan peradilan

umum, kecuali a ] ikian pembahasan

keadilan sesuai dengan hukum islam di hadapan pengadilan agama dan
pengadilan tinggi agama dari sistem peradilan Negara di Indonesia."
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah dirubah

dan adanya tambahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

? Ibid. hlm 20.

1 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Figh Al-Oadha (jakarta:
Rajawali Pers, 2021) hlm 7.

"' M.A Prof.Dr.H. zainuddin Ali, Hukum Islam (jakarta: sinar grafika, 2018) hlm 92.
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

kemudian di amandemen kembali lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

memutus, dan

g-orang yang
n hibah yang
2, dan ekonomi

lingkungan Peradilan Agama, lingkingan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Putusan yaitu putusan peradilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya

suatu sengketa atau perselisthan, dalam arti putusan merupakan produk

2 retnowwulan soetantio dan iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan
Praktek (bandung: mandar maju, 1997) hlm 21-25.
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pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa, karena adanya 2 (dua) pihak yang
berlawan dalam perkara (penggungat dan tergugat).

Permohonan ditujukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya terdiri

dari domisili p 1 mohonan. Dalam hal
engecualian

merupakan

legi gerali

Dalam

perkaranya dalam setiap tahun bisa saja semakin meningkat.

Maka dari itu kebijakan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat
berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah baik dalam
mengabulkan maupun ditolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat,

sehingga jumlah laju permohonan dispensasi nikah dapat ditekan.

1 abdullah tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat Dalam
Praktik Hukum Acara Di Pengadilan Agama (bandung: mandar maju, 2014) hlm 126.
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Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN

DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

B.
! ﬂ: yang dibahas
dalam pene
1. Apa faki el adinya : onan dispensasi
perkawi
2. Bagaima nseku ~ huku ada D fan  permohonaan
C. Tujuan D

a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi permohonan
dispensasi perkawinan di pengadilan agama bengkalis pada Tahun 2020.

b. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukum terhadap peningkatan
permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pada Tahun 2020.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi ilmu pengetahuan

10
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Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan hukum

islam dan hukum perdata tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

perkawinan di bawah umur.

dikeluarkan karena pertimbangan khusus, sehingga mendapat pengecualian dalam
hal-hal tertentu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam
Indonesia. ' perkawinan berasal dari kata ‘Kawin’ yang menurut etimologi berarti
melahirkan keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau

bersetubuhan)."

'* Bambang Marhiyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (jakarta: victory inti cipta, 2018).
' h. mahmud Bunyomin, Hukum Perkawinan Islam (bandung: cv pustaka setia, 2017).

11
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Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batas umur)
didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

dikategorikan dapa pernikahan itu eseorang aki dan perempuan
berumur 19

tahun dan

R

P -
-

mengadakan hubungan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri,
dan perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang (calon suami/calon istri) usia
belum mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

saat ini berlaku di Indonesia dan telah ditetapkan oleh pemerintah.'®

' sonny dewi Juadiasih, Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia (bandung: PT refika aditama,
2018) hlm 99-100.

12
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Demikian bahwa pernikahan bawah umur tersebut adalah penikahan yang
dilakukan oleh calon pasangan yang belum mencapai batas usia yang diatur oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1

omor 5 Tahun

awin bertujuan

di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini fokusnya melindungi anak, karena anak
merupakan amanah dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak
memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang

sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang

" Dr. Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016)
hlm 89.
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dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta,

pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi

kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-

melakukan perkawinan dimana ahun 2019 usia perkawinan laki —laki
dan perempuan harus 19 (sembilan belas) tahun dan juga ada beberapa faktor

lainnya.
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Akibat hukum yang muncul dari dikabulnya atau ditolaknya untuk melakukan
permohonan dispensasi perkawinan, antara lain:"®
a. Akibat hukum dikabulkan permohonan dispensasi perkawinan:

bengkalis berupa

dispensasi

tahun;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan
(Kedua Orang Tua);

- Fotocopy Akta Nikah Pemohon;

'8 Wisono Mulyadi and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi
Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan),” Jurnal Privat
Law 5, no. 2 (2017): 69-76.
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- Fotocopy Kartu Keluarga (KK);

- Akta Kelahiran anak.

Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomorl6 Tahun 2019 (Studi Putusan No
50/PDT.P/2020/PA.PKY)”. Skripsi ini menekankan bagaimana faktor intenal
dan eksternal  dari Perubahan Undang-Undang tersebut, dan melihat

pertimbangan hakim pada putusan No 50/pdt.p/2020/PA.pky dalam

' Sabili Afan, “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah
Tangga” (semarang, 2018).

% Zhafirin, “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Bawah Umur Pasca Berlakunya
Undang-Undang NO 16 Tahun 2019.”

16
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memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam

persidangan berbeda dengan skripsi penulis dimana penulis mengangkat

bagaimana terjadinya faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan

3)

bagaim:
adanya
berbeda
terjadi eningkata ' 1m engan konskuensi
hukum t
4) Skripsi Tr

Universitas Sebelas carta ang berjudul “Dispensasi

menyebabkan pengadilan agama memberikan dispensasi dalam perkawinan di
bawah umur dan aspek positif dan negatif dalam ketentuan memberikan

dispensasi perkawinan di bawah umur berbeda dengan skripsi penelitian ini

2! Imar Paidil, “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin
Dipengadilan Agama Sengeti Kelas 1B” (jambi, 2020).

2 wijaya tri, “Dispensasi Pengadilan Agama Dala Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Surakarta)” (surakarta, 2008).

17
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membahas tinjauan hukum Tentang meningkatnya permohonan dispensasi
perkawinan di pengadilan agama pada Tahun 2020.

5) Skripsi Siska Andriani,” NPM 130710101004, Mahasiswa Fakultas Hukum

menetapkan
psi penelitian ini

permohonan

6) 0 i ¢ dadhiroh Hukum Universitas

agama semarang dalam memberikan penetapan terhadap peermohonan
dispensasi kawin karena adanya pertimbangan besar seperti hamil diluar nikah
maka hakim harus memberikan permohonan atau hak kepada mereka untuk

melakukan dispensasi nikah sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi olehnya.

# Andriani siska, “Akibat Hukum Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Anak
Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pke)” (jember, 2017).

* Munadhiroh Mudadhiroh, “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada
Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi),”
Jurnal Idea Hukum 2, no. 1 (2016): 73-74.
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7) Jurnal yang ditulis oleh wisono mulyadi,” jurnal Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta judul “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi

Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama

L.

lembaga yang berwenang bersifat memaksa serta berisi perintah dan larangan
yang akan dihukum jika dilanggar.

3. Permohonan adalah permintaan hak yang ditujukan ke pengadilan agama yang
tidak mengandung sengketa dan bertujuan memperoleh legalitas hak sebagai

alat bukti yang sah.

» Mulyadi and Nugraheni, “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah
Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan) hlm 69-76.”
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4. Dispensasi kawin adalah pengkhususan dari peraturan umum yang bersifat

khusus, untuk memperoleh dispensasi nikah dalam kondisi tertentu yang

sebenarnya tidak dapat dilakukan atau dipenuhi dilaksanakan suatu

1. Jenis Dan Sifat Penelitian
Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka peneliti menggunakan
jenis penelitian empiris, penelitian hukum yang berasal dari lapangan dan
melihat gejala yang terjadi dilingkungan seperti wawancara dan dokumentasi.

Penelitian hukum empiris memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan
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penelitian atau rumusan masalah dan menggambarkan secara ringkas
pembahasan hasil penelitian.

2. Lokasi Penelitian

3. Data da
Untuk epe 09 data-dat h peneliti
menggunak

a. Data Pri

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah diperoleh melalui sumber yang ada, keterangan data
pustaka yang ada, antara lain buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum,
kamus hukum, jurnal hukum, Undang-Undang yang terlampir, makalah hukum,
tinjauan hukum, dan tinjauan putusan pengadilan.

4. Alat pengumpulan Data

21
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Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian ini
Penelitian menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu metode pengumupulan data dengan cara mengadakan

&
o
>
e
v
L
’
v

5. Analisis Data

Unit analisis yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui
peraturan hukum yang ada apabila penelitan tersebut adalah penelitiann lapangan
yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, unit
analisisnya adalah kantor pengadilan agama bengkalis kabupaten bengkalis.

Penetepan unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak
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menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan data yang berasal
dari kantor pengadilan agama bengkalis kabupaten Bengkalis dan informasi-

informasi yang berasal dari aparat-aparatnya saja.

idalah metode

-hal khusus.

23



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

BAB 11

TINJAUAN UMUM

pulau bengkalis dinamakan tanah landraad (kerajaan siak) meliputi:

a) Kecamatan Siak Sri Indrapura
b) Kecamatan Tebing Tinggi
¢) Kecamatan Merbau

d) Kecamatan Sungai Apit

% Dokumentasi di Kantor, “Pengadilan Agama Bengkalis” (Bengkalis, 2021).
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tiap kewedaan yaitu meliputi |

b)

¢)

d)

Kecamatan Bukit Batu

Kecamatan Rupat

Kecamatan Bangko

==Y )

2NN

o o)

on

=

-

-

F)
~£2>

Kewedanaan Bengkalis
Kecamatan Bengkalis
Kecamatan Bukit Batu
Kecamatan Rupat

Kewedaaan Tebing Tinggi

Qadhi) distrik
siak tersebut.
kerajaan Siak
Ceadaan yang seperti

g dan Revolusi

sebagai berikut :
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f) Kecamatan Tebing tinggi
g) Kecamatan Merbau

h) Kewedanaan Siak

. y
A <o
k) Kecam:

) et

R
m)

Bengkalis yang

' \%\‘\\‘%\““

S 5 %
-

o

Bagian hukum/ kepenghuluan kantor urusan Agama kabupaten Bengkalis
mengangkat P.3 NTCR di tiap-tiap desa yang bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor utusan Agama Kecamatan sedangkan untuk menolong para
isteri yang suaminya melanggar taklik thalak,, maka setiap P.3 NTCR yang

cakap lagi berpengalaman di tauliyahkan untuk menerima taufiz taklik talak.
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Setelah Proklamasi kemerdekaan masalah NTCR / Waris mal waris tetap
berjalan baik walaupun tidak dapat dikatakan meningkat. Pada tahun 1957 hak

menerima taufiz taklik thalak dicabut dari P.3 NTCR, akibatnya timbullah

keluhan dan ke ara isteri

o SN b '5

Kecamatan Bukit Batu
e) Kecamatan Dumai
f) Kecamatan Rupat
g) Kecamatan Bangko
h) Kecamatan Kubu

i) Kecamatan Tanah Putih
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Adapun Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Siak
Sri Indrapura masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.

Akan tetapi dengan dikeluarkan surat Dirjen Bimas Islam pada tanggal 29

Kecamatan Tanah Putih

1) Kecamatan Kubu.

Kemudian dengan berdirinya Pengadilan Agama Selat Panjang, maka
Kecamatan tebing Tinggi dan Kecamatan Merbau menjadi daerah Hukum
Pengadilan Agama Selat Panjang. Dan Pada Tahun 1979 dibangun Gedung /

Kantor Pengadilan Agama Bengkalis dengan biaya Pelita tahun Anggaran
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1977/1978 diatas tanah milik Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten

Bengkalis seluas 27 x 25 m dengan kontrukdi semi permanen. Yang terletak

dijalan Kelapapati Darat, Kelurahan Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis,

Dengan demikian Daerah wilay ridiksi Pengadilan Agama Bengkalis
meliputi 12 Kecamatan karena kota Dumai menjadi 3 Kecamatan. Dan
kemudian terbentuk Pengadilan Agama Dumai dan sehingga kecamatan Rupat
dan Kecamatan Mandau menjadi wilayah Yuridiksi pengadilan agama dumai

dengan demikian daerah wilayah yuridiksi pengadilan agama bengkalis sampai

sekarang menjadi 16 kecamatan yaitu meliputi sebagai berikut:
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a) Kabupaten Bengkalis

b) Kecamatan Bengkalis

¢) Kecamatan Bantan

r) Kecamatan Lubuk Dalam

Tabel I. 1

Nama-Nama Kepala Pengadilan Agama Bengkalis

No Nama Masa Jabatan
1 ABDULLAH NUR 7 Juli 1959 - Juni 1971
2 HASANUDDIN HS Juni 1971 - 15 April 1977
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3 AMRAN RAMLI

20 Mei 1977 - 24 Desember 1979

4 Drs. BUCHORI RAS

24 Desember 1979 - 1987

5 Drs. LUMBAN HUTABARAT

1987 - 1998

2. Visi Misi Pengadilan Agama Bengkalis

a. Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Bengkalis Yang Agung"
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Badan peradilan agama adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tugas pokok

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Bengkalis.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan Agama Bengkalis.

¥ Dokumentasi di Kantor.
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3. Fungsi Pengadilan Agama Bengkalis

. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam
pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana
diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50  Tahun

2009 tentang Peradilan Agama;

2 Dokumentasi di Kantor.
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. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian

harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal

petunjuk kepada Pejabat dan Fungsional di bawah jajarannya,

baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun
administrasi  umum/perlengkapan,  keuangan,  kepegawaian, dan
pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VII1/2006).

. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera
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Pengganti, dan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti dibawah jajarannya agar

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang

instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-
lain (vide: Pasal 52 a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya
serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era
keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007
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tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang diperbaharui dengan

KMA No. 1 -144/KMA/SK/1/2011.

Pengadilan Agama,merupakan organisasi kolegial yang terdiri dari unsur

pokok Pengadilan Agama dala nengadili yakni menerima, memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama.
Hal ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Panitera / Panitera
Pengganti Pengadilan Agama.

3. Unsur Pembantu Pimpinan

¥ Dokumentasi di Kantor.
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Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai

unsur penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan

ung untuk

Unit Kerja

kembali (PK).
b. Kesekretariatan

Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata
usaha Pengadilan Agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada
umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan

perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Untuk
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unit kerja sekretariat di bawah Sekretaris dibantu oleh tiga Kepala Sub
Bagian yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;

Kasubbag Umum dan Keuangan; dan Kasubbag Perencanaan TI dan

g
L\ (Y

Bengkalis.

Hakim, Kepz

Apen

peradilan.

Kedua, kepaniteraan Pengadilan Agama merupakan apratur tata usaha Negara
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
tanggungjawab Kepala Pengadilan Agama. Kepaniteraan mempunyai tugas

melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara

serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

¥ Dokumentasi di Kantor.
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Ketiga, kesekretariatan Pengadilan Agama merupakan tata usaha Negara yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Ketua Pengadilan Agama. Kesekretariatan mempunyai tugas

melaksanakan pen % ngan di bidang S organisasi, keuangan,

berwenang me : 1tus, An P -perkara di tingkat
pertama a
kewarisana, wa J ] m islam, serta

wakaf dan shadagah, sebagz diatur dalam , ang-undang Nomor

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat

d. Hibah

3 Dokumentasi di Kantor.
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e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

clasan lengkap

oleh Menteri
Agama un ] ika e | (its an orang yang telah

melihat atau < hilal ada 12 3 ) Ramadhan dan

kewenangan kepada Pengad 03 Pengangkatan Anak menurut

ketentuan Hukum Islam.

Uraian tugas pokok berdasarkan struktur organisasi pengadilan agama
bengkalis yang telah disajikan sebelumnya, pengadilan agama bengkalis
melaksanakan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari baik di bagian
kepaniteraan maupun di bagian kesekretariatan mengacu pada tugas pokok
sebagai berikut:
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a. Ketua

a) Tugas pokok

Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, bertugas memimpin dan

- Mengadakan rapat dinas

- Menetapkan rumusan kebijakan dan kegiatan Pengadilan Agama
Bengkalis.

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

- Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dalam

lingkungan Pengadilan Agama Bengkalis.
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- Mengadakan konsultasi dengan ketua Pengadilan Agama

Bengkalis Pekanbaru bila diperlukan.

- Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur

- Melaporkan pelaksanaan tugas Peradilan Agama kepada Ketua
Pengadilan Agama Bengkalis-Pekanbaru.
b. Wakil Ketua
a) Tugas Pokok
wakil ketua pengadilan agama begkalis, bertugas bersama ketua

pengadilan agama bengkalis merencanakan dan melaksanakan tugas
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pkok dan fungsi peradilan agama tingkat pertama dengan cara
melaksanakan kegiatan perencanaan (Planning/ Programing), pelaksanaa

(Executing), pengawasan (controlling) serta mengkoordinir dan

penataan dan penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat.

- Membuat jadwal rapat bulanan, triwulan, semesteran dan rapat
tahunan yang dilaksanakan secara lengkap atau bagian-bagian tertentu
sesuai keperluan.

- Selaku Ketua Majelis memimpin persidangan perkara dan

bertanggung jawab atas penyelesaian perkara.
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- Melakukan koordinasi dengan Ketua apabila ada pengaduan
masyarakat terhadap tingkah laku, perbuatan Pejabat/ Staf Pengadilan

Agama Bengkalis yang bertentangan dengan Kode Etik/ PPH atau

? c. Panite
-
a) Tu

=
EF canakan dan
5
E = istrasi perkara
=
- e mengawasi,
E = dengan
- g_
é =3 lis berdasarkan
S
&
- >
2 2

=
T 2
2, = erja jangka pendek
B =
E -
E sanaan kegiatan dilingkungan
=~}
=

kepaniteraan.

- Memantau pelaksanaan tugas para bawahan dan mengevaluasi prestasi
kerja para aparat dilingkungan kepaniteraan.

- Mengadakan rapat koordinasi dengan bawahan.

- Menyusun konsep kebijakan pimpinan dibidang kepaniteraan.



N ueeyesndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

- Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang
kepaniteraan.

- Mengadakan konsultasi dengan pimpinan setiap saat diperlukan.

yan, Akta cerai,

rkas perkara, putusan,
bukti dan surat lainnya yang di simpan di Kepaniteraan.
- Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
- Memberikan SKP kepada bawahannya.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
d. Wakil Panitera

a) Tugas Pokok
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Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkalis bertugas membantu
Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas

kepaniteraan serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda

b)

=

5

Mengkoordinir  tugas pembuatan  Surat  gugatan/
Permohonan dan Surat Kuasa.

- Mengurus administrasi bantuan Panggilan Penggugat/Tergugat, saksi /

Keluarga dari Pengadilan Agama lain.

- Menkoordinir urusan perkara banding, kasasi dan peninjaun kembali.
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- Mengkonsep dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan
perkara.

- Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas Panitera Muda Gugatan,

kehakiman di
nsur pimpinan
tertentu  agar

dan lancar.

Mendampingi Ketua Majelis dalam melaksanakan sidang.

- Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan.

- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis dalam
pengambilan putusan/ penetapan.

- Menggali dan memepelajari nilai-nilai hukum yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat.
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- Menjaga kerahasiaan Berita Acara Sidang.
- Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk diucapkan.

- Menanda tangani putusan yang sudah dicapkan.

N

N

ECL Y

kalis bertugas

permohonan,

_\‘%fi,\,_'—‘jg\

- Membantu wakil panitera  dalam penyelengaran  administrasi
kepaniteraan permohonan.

- Melaksanakan administrasi perkara permohonan, mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan

dan wurusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara

permohonan.
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Memberi nomor register pada setiap perkara permohonan yang
diterima di kepaniteraan.

Mencatat setiap perkara permohonan yang diterima kedalam buku

gung jawab

sesuai dengan

ALY

s

majelis hakim

S
- £
<
g8
B
=
g8

Menyerahkan berkas perkara permohonan yang telah memenuhi syarat
kepada wakil panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada ketua
majelis setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama.
Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.
Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.

Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya.
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- Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya.

- Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.

- Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

jalannya

adilan Agama

Diputus

25 Perkara

No Diputus
1. Januari — Desembe 63 Perkara 63 Perkara
3) pekara yang diterima dan di putuskan tahun 2021
No Bulan Diterima Diputus

2 Dokumentasi di Kantor.
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1. Januari — oktober 53 Perkara 50 Perkara

menurut arti
majazi ( ic) at 1 ad (perja g menjadikan
halal hu al seba : dengan wanita.
Nikah a : ! an sedangkan aqad : an, jadi akad nikah
berarti : S ) mengikatkas erkawinan antara
seorang wa ang pria memben : agia dan kekal

(abadi).®

suatu kebahagiaan hidup berke ang diliputi rasa kasih sayang dan

ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. *

Sajuti Thalib mengatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian yang

suci dan kuat serta kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-

3 Mohd Ramulyo, “Idris. 1996,” Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang
Nomor 1 (n.d.) hlm 1.
* Ahmad Azhar Basyir, “Hukum Perkawinan Islam,” 1999 hlm 10.
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laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-

menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.”

Imam Syafi’l mengatakan pengertian nikah ialah suatu akad yang

yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Ditinjau dari sudut pandang sejarah perkembangan manusia maka dapat

disimpulkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki

* Ramulyo, “Idris. 1996. him 1”
% Hosen Ibrahim, Pembaruan Hukum Islam, 1971 hlm 65.
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dan seorang perempuan yang hidup bersama dan yang tujuannya membentuk

keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan dan menjaga

ketentraman baik jiwa maupun batin.

tu perjanjiian.

andung 3 (tiga)

a. Hukum Islam memberikan kedudukan sosial yang lebih tinggi kepada
wanita (istri) setelah dilakukan perkawinan, ialah dengan ada nya
persyaratan bagi seorang suami untuk kawin lagi dengan istrinya yang

lain, tidak boleh seorang suami mempunyai istri lebih dari 4 (empat),

7 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (yogyakarta, 1982) hlm
10.
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ISIIATU

nery wejsy sej

adanya ketentuan hak dan kewajiban suami dan istri dalam berumah
tangga.

b. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang

akukan perkawinan

.95.

pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Rukun dan Syarat Perkawinan yang Sah:
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a. Sepakat para ulama Syafi’iah, ulama Hanafiah, danulama Imamiah bahwa
akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat

nikah, yaitu **;
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perkawinan (akad nikah) anatara seorang pria dengan seorang wanita
mebentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia kekal dan berdasarka
Ketuhanan Yang Maha Esa ;

8. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (perkawian)

maka seyogiannya diadakan walimah (pesta perkawinan) walaupun

% Ramulyo, “Idris. 1996 hlm 3.”
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hanya sekadar minum teh manis atau dengan sepotong kaki kambing
untuk bahan sop ;

9. Sebagi bukti autentik harus diadakan ilanun nikah (pendaftaran nikah),

masing-masing
1 dicatat menurut

memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan
dan telah berlaku bagi berbagai- bagai golongan dalam masyarakat , dan bagi
golongan orang-orang Islam harus diperlakukan Hukum Perkawinan Islam

seperti yang ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¥ Asnawi Mochd, Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang
Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya, 1975 hlm 232.
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perkawinan tersebut di atas, dan sahnya perkawinan menurut Hukum Islam

harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut. *

a. Syarat Umum

kitab, s

larangan-lara ersebu m Al Nisaa ayat 22, 23

dan 24.

Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal),

sehat baik rohani maupun jasmani. Sebaiknya calon pengantin laki-laki itu
sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan calon pengantin perempuan
harus sudah berusia 20 (dua puluh) tahun atau sekurang-kurangnya 18 (delapan

belas) tahun, tentunya pendapat ini tidak mutlak, harus dilihat pula situasi dan

“ Ramulyo, “Idris. 1996 hlm 4.”
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kondisi fisik dan psikis para calon mempelai itu. Baligh dan berakal,
maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu

perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala

paksaan

al
DA
dl

&
o
g
ra,
g

pihak ya
perempu
bahwa bapa

ia tidak

pernah mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali. Tetapi menurut mazhab Imam
Abu Hanifah, wanita dewasa tidak perlu pakai wali kalau hendak kawin. Hadist
Rasul menurut mazhab As Syafi’l juga berdasarkan Hadist Rasul dari Siti
‘Aisyah ra. Rasul bersabda, iap wanita menikah tanpa izin dari wali nikahnya

batal, diulangi batal, batal. (Sampai tiga kali kata-kata batal itu diucapkan).

e. Harus Ada 2 (dua) Orang Saksi, Islam, Dewasa dan Adil
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Dalam Al-Qur’an tidak di atur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi
di dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat

disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara

tu yang lama,

dengan 2 (dua)

orang laki-laki,

Hendaklah suami membayar ar kepada istrinya, seperti disebutkan

dalam Al-Qur’an Surah An Nisaa’ ayat 25 (Q. I'V: 25) berikanlah mas kawin itu

dengan cara yang patut.

g. [jab dan Qabul

[jab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang

lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan
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untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminnya secara
formil, sedangkan Qabul artinya secara letterlijk adalah suatu pernyataan

penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.

satu suami dan

c¢) Pria harus telah berumur embilan belas) tahun dan wanita 19
(sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

d) Harus mendapat izin dari masing-masing kedua orang tua mereka,
kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua

puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan

Agama apabila umur para calon atau kedua calon kurang dari 19 tahun.
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e) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang :
- berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke

atas.

N
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dengan ibu

bibi / paman
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boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan
lain.

h) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah

lampau tenggang waktu tunggu.
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1) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang
diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan

Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatat Nikah, Talak dan

atau larangan.

benarnya tidak

Menikahi anak di bawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap
sebgai tindakan eksploitasi terhadap anak dan di takutkan bisa merusak cara
pikir dan masa depan anak. Sedangkan pernikahan sesama anak di bawah umur
cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah

masyarakat, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak dimaksud.

4 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976 him 357.
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Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian
kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan

namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat

omor 16 Tahun 2019

| e
\ ‘h“l“ .” . inan bab 11
(
bl
Apabila g mpangan fe ad " yat (1) maka
diterap : al 7 aya ] pasal 7 ayat (1)

haruslah

Jadi dispe : : i ba kan pemberian

kelongg ‘ an perkawinan ke : 1empelai yang belum

diizinkan.

3. Syarat Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur

Pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pada dasarnya

dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

1). Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.

2). Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.
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Dalam hal ini dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dapat di berikan
kepada calon mempelai yang telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan dan

pemberian dispensasi tersebut bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan calon

Tahun 2019 : 1 '. ¢ ng 1974 Tentang
Perkawin; amun y adanya tujuan kemaslahatan kehidupan

manusia maka d; if ] la calon mempelai.

dijalani calon mempelai.
5. Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Faktor awal yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur adalah
adanya faktor dari orang tua sendiri, orang tua tidak mudah menjodohkan
anaknya dengan orang lain tapi sangat mudah untuk menerima pinangan dari

orang lain apalagi calon yang meminang anaknya adalah orang yang berada
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tanpa menanyakan terlebih dahulu anaknya mau atau tidak atau memikirkan
masa depan anak tersebut, alasan orang tua juga menerima pinangan untuk

anaknya adalah untuk memperbaiki ekonomi dan yang kita ketahui

dispensasi nikah yang terbagi menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal. .

7. Mekanisme Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan

Agama Bengkalis

# Lina Dina Maudina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan,” Jurnal Harkat: Media
Komunikasi Gender 15, no. 2 (2019): hlm 89-95.
# Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga (yogyakarta, 2017) hlm 49.
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Salah satu bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan

Pengadilan Agama adalah pemberian dispensasi nikah bagi anak yang masih

dibawah umur sesuai ketentuan Undang-Undang 16 Tahun 2019 Perubahan

Sebelum mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama,
pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Pengadilan

Agama Bengkalis yaitu:

1. Surat Penolakan dari KUA
2. Buku Nikah Orang Tua

3. Kartu Keluarga Pemohonan dan Calon Mempelai
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4. Akta Lahir Calon Mempelai

5. Surat Permohonan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama

Dalam pengajuan, dispensasi ke pengadilan Agama dapat diajukan oleh

salah satu orang ti ﬁ[ I yelum cukup sebagai pemohon

pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya
perkara, hingga penyerahan/pengambialn produk Pengadilan melalui satu

pintu.*

# «Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agun RI
Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama,” n.d.
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Pada pasal 2 putusan Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan

Agama,tujuan PTSP dibentuk dan dioperasikan dengan tujuan:

Dalam pro eNge 1ila na’ Bengkalis sama

dengan adilan Agama

Bengkalis tetapi ya J ] rat-sy erkara, pengajuan

dispensas

Q a N permo onannya, pemohon ke
e

informasi terlebih da memperoleh penjelasan tentang

bagaimana cara berpekara, syarat-syarat apa saja yang harus dilampirkan

cara membuat surat permohonan, dan informasi pemohon dapat diminta

tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

b. Pendaftaran Perkara
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Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan
pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon mengahadap pada

pendaftaran perkara yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara

» yang

u pasal 90 ayat

Bagi yang an vat d an berpekara secara prodeo
(Cuma-Cuma). Ketida tersebut  dibuktikan dengan
melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat
yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya

perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

pada pasal 19 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu layanan

pendaftaran perkara meliputi:
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a. Pendaftaran perkara gugatan/ permohonan tingkat pertama
b. Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali

c. Pendaftaran permohonan konsinyasi

undangan

. Meja Il

Dalam meja II proses masukan register seperti identitas, penundaan
sidang. Petugas menyatatkan pada buku register permohonan atau
voluntair. Di meja II dicatatkan juga tanggal penunjukan majelis hakim,
penunjukan panitera pengganti, penunjukan jurusita dan ditetapkan hari
sidang. Bila sudah ditentukan hari sidang jurusita bertugas untuk
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memberi surat pemberitahuan hari sidang dari pengadilan ke alamat

pemohon.

. Layanan Penyerahan Produk

Al

282

ﬁ"

ay

Hal ini hanya dapat d melalui pembuktian. Membuktikan
artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/ peristiwa
berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian itu

berlaku.

Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang

cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna
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memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya,

adapun alat-ala bukti yang dimaksud adalah:

1. Alat bukti tertulis/ surat

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segalahal
yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dalam pembuktian

dengan saksi-saksi harus disertai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Keterangan seorang saksi tanpa alat pembuktian lain, dalam

Pengadilan tidak boleh dipercaya
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b. Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai
peristiwa terlepas satu samalain, dan masing-masing berdiri

sendiri, namun menguatkan satu peristiwa tertentu karena

; adanya alasan-
gkan duduknya

i kesusilaan dan

hakim sebab-sebab dan alasan dalam meminta dispensasi
perkawinan kepada calon suami dan calon isteri, hal ini dilakukan
dalam jalannya persidangan selama proses hakim mengeluarkan

penetapan dispensasi tersebut.

3. Alat Bukti Persangkaan
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Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh

Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu

peristiwa yang tidak diketahui umum.

Ada dua macam sumpah di hadapan hakim, yaitu: pertama, sumpah
yang diperintahkan oleh pihak satu kepada pihak yang lain untuk
memutus suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus. Kedua,
sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada
salah satu pihak. Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam

persengketaan apapun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak
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boleh mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan
mereka tidak boleh diperhatikan. Sumpah itu hanya pada

diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh

kedua calon mempelai 0k mengundurkan niatnya ingin menikah
dan menunggu sudah cukup umur. Lalu hakim akan memeriksa bukti
yang dibawa pada saat persidangan dan mendengarkan keterangan
calon mempelai dan saksi yang hadir pada persidangan. Bila sudah
melakukan pemeriksaan pada pemohon dan anak pemohon secara
bergantian memulai pertanyaan-pertanyaan dan melihat bukti

pemberitahuan maka hakim bisa saja mengabulkan atau penolakan
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sesuai dengan keadaan apakah keadaan tersebut merupakan hal yang

mendesak.
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

o
&
d
v
&

\\g\i

mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)
berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketetntuansebagaimana
dimkasud dalam pasal 6 ayat (6).

Jadi, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perkawinan, perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria telah
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berumur 19 tahun dan pihak wanita juga harus berumur 19 tahun, namun pada

kenyataan perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi dalam kehidupan

masyarakat bengkalis. Pasal 6 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974

nikah dilihat dari fakta persidangan orang yang mengajukan permohonan
dispensasi nikah dengan alasan mendesak.

Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Bengkalis mengatakan beberapa
faktor yaitu, Faktor Hamil diluar nikah, Faktor Perubahan Undang-Undang
Perkawinan, Faktor Orang Tua, dan Faktor Ekonomi. Untuk lebih jelasnya

maka penulis akan uraikan sebagai berikut:

78



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

1. Hamil diluar nikah

Masa remaja adalah dimana masa transisi antara masa anak-anak dan masa

menuju dewasa. Pada masa ini seorang anak mencari jati dirinya atau masa

perkawin:

Dala yengadilan agama

gin diajukannya

dispensasi nikah yang dimana'p 019 itu ada 28 perkara permohonan
dispensasi nikah yang diterima dan 25 perkara yang diputuskan, pada tahun
2020 terjadinya peningkatan drastis yaitu 63 perkara yang diterima dan 63
pekara diputuskan, sedangkan pada tahun 2021 dari bulan januari hingga
oktober terdapat 53 perkara yang diterima dan 50 perkara diputuskan sesuai
data dan fakta persidangan. Pengajuan permohanan dispensasi nikah semakin
tahun semakin meningkat. Apalagi saat ini adanya gejala covid-19 anak-anak
melakukan pemelajaran dirumah atau WFH, anak sekolah dirumah sedangkan
orang tuanya tetap bekerja, jadi rumah kosong anak-anak melakukan
pemelajaran bersama teman atau adanya sepasang perempuan dan laki-laki
melakukan pemelajaran bersama, sebenarnya tidak ada yang salah tetapi
karena keadaan rumah yang kosong maka anak tersebut melakukan hal yang
seharusnya tidak dilakukan yaitu melakukan intim sebelum ada ikatan
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pernikahanan. jadi tingkat kenakalan anak-anak yang belum berumur 19 tahun
semakin menjadi  dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan
bersetubuh atau melakukan hal negatif sehingga hamil diluar nikah menjadi
meningkat.”

sama 19 tahun,

omor 1 Tahun

Perubahan norma dala dang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan
norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi
wanita, dalam hal ini batas minimal umur bagi wanita dipersamakan dengan
batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.

Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat

melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara

80



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

baik tanpa berakhir pada perceraian dengan mendapat keturunan yang sehat

dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam

pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Hakim Pengadilan Agama Rhezza Pahlawi memberi penjelasan mengenai
pengaruh atau faktor dari perubahan usia menikah dari UU No 19 tahun 2019
Pasal 1 ayat (1) perubahan UU No 1 tahun 1974 sebagai berikut:

“mengenai batas usia pernikahan atau umur baru diterapkan pada tahun 2019
tetapi bukan dari awal bulan perubahan undang-undang tersebut tetapi baru

diterapkan pada akhir tahun, jadi awal tahun tidak di permasalahkan dengan
batas usia yang sebelumnya 16 tahun. Sedangkan di tahun 2020 full usia
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perkawinan menjadi 19 tahun lebih banyak tersaring maka terjadilah
peningkatan permohonan dispensasi nikah tersebut.”

Pengadilan agama bengkalis telah memutus dan menetapkan dengan
a.indonesia. Dimana dalam

peraturan peraturan aturan yang berlaku di neg

karena apabila
islam (figh)

ahat mursalah.

Qur’an dan as-Sunnah karena van kebaikan dan kerusakan merujuk
dalam kehidupan bermasyarakat.

Hakim mengedepankan konsep maslahah murshalah yaitu pertimbangan
kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah
kemudharatan. Maslahat mursalah itu adalah maslahah yang hakiki dan bersifat

umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap

anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh
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akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon
mempelai serta keluarga masing- masing mempelai dan menghindarkan

mudharat dari perbuatan- perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih
mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi
hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas
kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada
untuk hukum.

3. Faktor Orang Tua
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Adapun faktor penyebab terjadinya peningkatan pengajuan permohonan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bengkalis adalah kekhawatiran orang

tua terhadap anak nya yang sudah cukup lama pacaran dan terlalu sering pergi

engkalis yang

iki kultur atau

AN

NG
“‘

Undang-Undang tentang perkaw yang tercatat dalam UU No 16 Tahun
2019 Perubahan dari UU No 1 Tahun 1974 bahwa dalam ayat (1) dijelaskan,
perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita tersebut sudah
mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun . Sedangkan dalam ayat (2)

dijelaskan dalam penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi

kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua
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pihak pria maupun wanita. Hal ini lah alasan mengapa pengajuan dispensasi

kawin terus meningkat di Pengadilan Agama Bengkalis.

Bengkalis sc
yang seharusny b Dengan begitu hakim
memutuskan j sasi tersebut”

Kondisi ekonomi dimana masyarakat yang lemah dengan ekonominya
maka menyebabkan orang tuanya harus menikahkan anak perempuannya.
Menurut bapak hakim Rezza pahlawi mengatakan:

“sedikit dari penyebab dari faktor ekonomi tetapi tidak mengurangi penyebab
terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah, faktor ekonomi yang
terjadi saat ini beralasan tidak mampu menghidupkan anaknya yang terlalu
ramai adik beradiknya sehingga orang tuanya lebih memilih menikahi anaknya

yang belum cukup umur dengan orang yang dianggap sudah bisa jadi
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tanggungannya tetapi terkadang ada juga sesama orang yang tidak mampu
maka terjadinya angka kemiskinan terhadap ekonomi dan mereka menikahi
anak perempuannya juga karena dapat mengurangi sedikit beban dari orang
tuanya karena anaknya sudah lepas dari tanggungannya”

B. Bagaimana Konsekuensi Hukum Terhadap Peningkatan Permohonaan

Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pada Tahun 2020 ?

Konsekuensi hukum yang terjadi pada peningkatan permohonan
dispensasi nikah yang di lihat sesuai dengan wawancara saya bersama bapak

Hakim Rezza pahlawi yaitu:
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“ketidak matangnya dari kedua pihak yang melakukan perkawinan dibawah
umur memiliki konsekuensi umur nikah yang berlangsung tidak lama. selain itu
tidak ada tetapi dilihat dari sosial banyak ya konsekuensinya seperti
konsekuens di lingkungan masyarakat sekitar mereka tinggal seperti dikucilkan
konsekuensi mereka ya misalnya karena hamil duluan sebelum adanya ikatan
pernikahan dan ang emzskman makzn meningkatkan kita belum tau mereka

ﬂ' an perkawinan.
-
g‘r apabila tidak
o
red

a permohonan

Setiap perbuatan hukum an suatu akibat hukum antara suami
dan istri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada
perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat
dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di
bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di
bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap

dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah
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pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian
anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak

sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian

muda juga, pernikahan usia muda ana dari segi kematangan emosi, mental,
fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga

bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berahir dengan

perceraian.

Untuk membangun harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan

kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua butuh bimbingan
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agama yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban dengan adil dan
bijaksana. Jika semua suami istri menjalakan kewajibanya, tentu akan

tertuaikan juga hak secara sendirinya. Apabila suami sudah melakukan

akan

danya secara

WA\

RNy
3
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Sans
o
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ga
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s
=
ga

. ka hu ari segi sahwat belum

begitu bergejolak ¢ . a ‘ Shaha napsunya dan tidak akan

nae

menimbulkan keburukan b ada pula hukum pernikahan yang
haram karena pada orang yang menikah itu mempunyai tujuan yang tidak

sesuai dengan syariat dan akan menimbulkan kerugian buat pasangannya.

Jadi pada intinya setiap orang itu berbeda-beda hukum untuk melakukan
pernikahan semua tergantung pada diri mereka termasuk golongan yang mana
mereka apa wajib,sunnah atau haram, dan untuk mengetahui itu juga sangat

penting berkaitan pendidikan karena tanpa pendidikan yang memadahi
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mereka tidak bisa membedakan pada posisi mana dan harus bagaimana yang
harus dilakukan. Sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah,

mawadah dan wa rohmah, pernikahan bukan sekedar menyalurkan kebutuhan

an kondisi psikologis

‘ ‘ ‘“!l“‘ .9 @ ng tentram,
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BAB 1V

PENUTUP

B

S|
-t

perkawinan dan dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatan.

. Ketidak matangnya dari kedua pihak yang melakukan perkawinan dibawah

umur memiliki konsekuensi umur nikah yang berlangsung tidak lama.
Dilihat dari konsekuensi sosial seperti konsekuensi dilingkungan
masyarakat sekitar mereka tinggal seperti dikucilkan konsekuensi mereka

karena hamil duluan sebelum adanya ikatan pernikahan dan angka
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2. Kepada Pemerintah khusunya yang menangani mengenai perubahan
undang-undang terhadap perkawinan maka alangkah sebaiknya melakukan
sosialisasi mengenai  perubahan  undang-undang perkawinan supaya
masyarakat tau adanya perubahan undang-undang perkawinan mengenai
batas umur untuk melakukan pernikahan dan dapat menjadi wawasan

mereka sebelum mereka melakukan pengajuan perkawinan. Apalagi
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Khususnya pada pasal 7 ayat (1) dan (2) mengenai dispensasi kawin, hal ini

sangat disarankan sekali agar mensosialisasikan undang-undang tersebut

secara menyeluruh kepada masyarakat, mengenai usia pernikahan tersebut,
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